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“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”. 

( Taylor Swift ) 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Susungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan”.  

 

( Q.S Al – Insyirah, 94 : 5-6 ) 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan sistem pemotongan 

TPP pada PNS dan CPNS tidak disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera 

Selatan. Fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis ialah Sistem Pemotongan TPP 

(Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaandan 

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari pengamatan langsung di 

instansi dengan mencatat secara sistematis, mendokumentasikan kegiatan dan juga dengan 

wawancara langsung terhadap pegawai yang bekerja di lingkungan instansi. Data sekunder 

adalah data penunjang yang di dapat dari instansi berupa laporan – laporan yang mendukung 

untuk bahan penelitian. Sumber data dari peneIitian ini didapatkan dari instansi, jurnal, buku – 

buku, dan internet yang sumbernya terpercaya dan mempunyai hubungan dengan masaIah yang 

akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang penulis dapat 

terkait pegawai yang tidak disiplin, dari 14 pegawai, hanya ada 2 pegawai yang terkena 

pemotongan TPP dan hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan dasar kebijakan Keputusan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 439/KPTS/VII/2023 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan hal ini menjadikan system pemotongan 

TPP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif dan 

terlaksana dengan sebagaimana mestinya, tetapi memang ada beberapa oknum saja yang pada 

dasarnya menyepelehkan peraturan tersebut, terbukti ada 12 dari 14 sampel pegawai yang tetap 

menaati peraturan yang diberlakukan ini.  

 

Kata Kunci : Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS dan CPNS tidak disiplin. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the level of effectiveness of implementing the TPP deduction 

system for undisciplined civil servants and CPNS at the South Sumatra Province Culture and 

Tourism Office. The focus of the research that will be discussed by the author is the TPP 

(Additional Employee Income) Deduction System for Undisciplined Civil Servants and CPNS 

at the Culture and Tourism Office of South Sumatra Province. The type of research used in 

this research is qualitative research. This research uses two types of data sources, namely 

primary data and secondary data. Primary data is data taken from direct observation in the 

agency by systematically recording, documenting activities and also by direct interviews with 

employees who work in the agency environment. Secondary data is supporting data obtained 

from agencies in the form of reports that support research material. The data sources for this 

research were obtained from agencies, journals, books and the internet which are reliable 

sources and are related to the problem to be researched. The data collection techniques used 

by the author in this research were observation, interviews and documentation. Based on data 

that the author obtained regarding undisciplined employees, out of 14 employees, only 2 

employees were affected by TPP cuts and it can be concluded that based on the policy of 

South Sumatra Governor Decree Number: 439/KPTS/VII/2023 concerning Providing 

Additional Employee Income To Civil Servants and Prospective Civil Servants in the South 

Sumatra Provincial Government, this means that the TPP deduction system at the South 

Sumatra Province Culture and Tourism Service is effective and implemented as it should be, 

but there are some individuals who basically trivialize these regulations, It was proven that 12 

of the 14 sample employees continued to comply with the regulations in force. 

Keywords: Additional income for employees, civil servants and prospective civil servants who 

are not disciplined. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang 

harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian 

pelayanan publik. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik 

serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, 

bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak 

diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan 

disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan 

tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan 

system prestasi kerja. 

Peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan 

sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan 

maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran 

atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Aturan tersebut 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK01/2011 tentang 

Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

Guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sumsel, 

diyakini perlu adanya peningkatan kesejahteraan pekerja dalam bentuk tambahan 

pendapatan pekerja. 
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Penghasilan tambahan pegawai adalah penghasilan tambahan yang diberikan 

kepada PNS dan CPNS oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di luar gaji dan 

tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sumatera Selatan rutin memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada PNS 

dan CPNS. Hal tersebut nantinya akan jadi dorongan untuk bekerja lebih baik lagi dan 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Namun, apabila PNS dan CPNS tersebut tidak 

menjalankan tata tertib dan melanggar aturan terutama dalam kehadiran akan dikenakan 

pemangkasan pada TPP tersebut. 

Tambahan penghasilan pegawai dapat diberikan kepada PNS dan CPNS daerah 

yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan PNS pusat atau PNS daerah lain 

yang dipekerjakan dan /atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan apabila PNS tersebut tidak 

menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai sejenis di instansi asalnya sesuai 

ketentuan Peraturanperundang-undangan. 

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS apabila 

melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai ketentuan 

perundang-undangan, menjadi pegawai yang dititipkan, dipekerjakan, dan /atau 

diperbantukan di luar instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, merupakan 
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pegawai titipan dari intansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, sedang 

melaksanakan tugas belajar, dan sedang menjalani sanksi / hukuman disiplin tingkat 

berat berupa pemberhentian. Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan, maka PNS 

dan CPNS tidak diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur, dan 

uang makan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Hari kerja adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 

Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang 

Pedoman Pelaksaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Hari kerja bagi 

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah 5 hari kerja 

dalam satu minggu. Pengecualian dari ketentuan 5 hari kerja adalah SKPD / unit kerja 

yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Jam kerja efektif PNS dan CPNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan 

ditetapkan sebagai berikut : 

1) Senin s.d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB, waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB 

 

2) Jum’at : Jam 07.30 – 16.30 WIB, waktu istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB 

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

 

4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai bagi 

PNS dan CPNS berdasarkan tingkat jabatan struktural dan jenjang pangkat yang 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tambahan Penghasilan pegawai dibayarkan 

setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan bagi 

PNS dan CPNS diberikan toleransi keterlambatan maksimal 30 menit selama 1 bulan 

yang dihitung secara akumulasi keterlambatan setiap hari. Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening 
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bank PNS dan CPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud sesuai tingkat golongan dan eselon 

sebagai berikut : 

a. Pegawai Struktural : 

 

1. Eselon IB Rp.15.000.000,00 

2. Eselon II (Asisten) Rp. 10.000.000,00 

 

3. Eselon II (Kadis/Karo/Staf Ahli) Rp. 10.000.000,00 

4. Eselon III Rp. 6.000.000,00 

 

5. Eselon IV Rp. 4.500.000,00 

 

b. Pegawai Non Struktural : 

 

1. Golongan I Rp. 2.000.000,00 

2. Golongan II Rp. 2.000.000,00 

3. Golongan III Rp. 2.500.000,00 

4. Golongan IV Rp. 3.500.000,00 

 

Pemotongan TPP maksimal 4,5% perhari dan tidak melebihi jumlah 100% dari 

besarnya TPP selama 1 (satu) bulan. Berikut beberapa faktor di pemotongan tunjangan 

pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Selatan : 

1. Terlambat melakukan absen pagi / absen masuk lebih dari 30 menit dalam 1bulan. 

2. Melakukan absen sore / absen pulang sebelum jadwal yang telah ditetapkan. 

 

3. Tidak hadir (izin, sakit, cuti sakit, cuti selain cuti tahunan) 

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis ingin 

mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan 

Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
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Sumatera Selatan. Maka penulis mengajukan judul penelitian tentang “Efektivitas 

Sistem Pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS 

Tidak Disiplindi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, rumusan masalah yang 

dapat diambil dari tulisan ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Sistem Pemotongan TPP 

(Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas 

Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan”. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keefektifan penerapan sistem pemotongan TPP pada PNS dan CPNS 

tidak disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

 

Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja terutama mengenai adanya 

penerapan sistem pemotongan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak 

Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi Instansi 

 

Sebagai informasi evaluasi serta saran terhadap penerapan sistem 

pemotongan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak Disiplin di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Bagi Universitas 

 

Terjalinnya hubungan yang baik antara Universitas Sriwijaya dan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan agar terciptanya 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 
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